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OTORITAS JASA KEUANGAN BERIKAN SANKSI KASUS
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

Jakarta, 28 Juni 2019. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemeriksaan terkait kasus
penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31
Desember 2018 dan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
qq. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya
OJK memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk
memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Thk per 31
Desember 2018 serta melakukan paparan publik (public expose) atas perbaikan dan
penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah
ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jis. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIIL.G.7 tentang
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik,
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu
Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30
tentang Sewa.

2. Mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rpl00 juta kepada PT Garuda
Indonesia (Persero) Thk atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda masing-masing sebesar RplO0 juta
kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran
Peraturan Bapepam Nomor VII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan
Keuangan.

4. Mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar RplOO juta secara tanggung
renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia
(Persero) Thk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Thk
periode tahun 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

S. Mengenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD)
selama satu tahun kepada Sdr. Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto,
Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited)) dengan STTD Nomor:
335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telah diperbaharui dengan surat STTD
Nomor: STTD.AP-010/PM.223/2019 tanggal 18 Januari 2019, selaku Auditor yang
melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 atas
pelanggaran Pasal 66 UU PM jis. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, Standar Audit
(SA) 315 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Pengidentifikasian & Penilaian
Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya,
SA 500 SPAP tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP tentang Peristiwa Kemudian, dan SA 700
SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.

6. Memberikan Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan
(Member of BDO Iternational Limited) untuk melakukan perbaikan kehijakan dan prosedur
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pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP

Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya
surat perintah dari OJK.

Pengenaan sanksi dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Thk,
Direksi dan/atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas
OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia.
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Informasi lebih lanjut:
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo
Telp. 021.29600000 Email: anto.prabowo@ojk.go.id. Kontak OJK 157
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